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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.1.23.08.11.07456 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);
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3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun
2004;

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3549 Tahun
2009;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG TATA CARA PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan
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dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non
elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat Badan
POM adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat
dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi badan publik.

5. Satuan Kerja adalah unit kerja setingkat Eselon 2 (dua) atau Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur standar layanan Informasi Publik di lingkungan
Badan POM.

Pasal 3

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikelompokkan
menjadi:

a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan

b. Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 4

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.
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Pasal 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a. informasi mengenai Badan POM, termasuk namun tidak terbatas pada
profil organisasi, visi dan misi organisasi, budaya kerja, konsep Sistem
Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), kebijakan strategis dan
rencana strategis Badan POM;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan POM, termasuk namun
tidak terbatas pada Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran, dan
Laporan Kegiatan;

c. informasi mengenai laporan keuangan, termasuk namun tidak terbatas
pada laporan keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk namun tidak terbatas pada nomor izin edar obat, obat
tradisional, kosmetika, pangan olahan, dan suplemen makanan.

Pasal 6

(1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a. informasi berkaitan dengan risiko obat, obat tradisional, kosmetik,
perbekalan kesehatan rumah tangga, pangan olahan, dan suplemen
makanan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan
masyarakat;

b. informasi mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

c. informasi mengenai proses pengadaan barang dan jasa.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui berbagai media komunikasi sehingga mudah diketahui, mudah
dimengerti, dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 7

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Daftar seluruh informasi publik, termasuk namun tidak terbatas pada
Info POM, Warta POM, Infomatorium Obat Nasional Indonesia,
Buletin/Berita Monitoring Efek Samping Obat, News Letter, dan
Kompendia Obat Bebas;

b. Peraturan Kepala Badan POM;

c. Prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
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